
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA 

NOMOR 524 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANGKIT INDONESIA TALAGA 

KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA 

Menimbang 

BUPATI MAJALENGKA, 

a . bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi 
siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan · Talaga 
Kabupaten Majalengka dan sekitarnyc! -. perlu 
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang 
memadai; 

b. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayakan 
Pendirian/Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Tahun 2014 pada Tanggal 4 Desember 
2014 yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, Sekolah 
Menengah Kejuruan Bangkit Indonesia Talaga 
Kecamatan Talaga dinyatakan layak untuk diberikan 
izin sebagai satuan pendidikan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan 
Pcmcrinta h Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan 1 

cl a n Pcnyc le ngga rnan Pendidika n sebagaimana telah 
cl iuba h ckn gan Pc raturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
'20 IO tc n lcrn g f>e rubahan Alas Peraluran Pemerintah , 
Nu mor 17 Ta h u n 20 IO ten ta ng Pengelolaan dan 
f'c nyelcngg:.inrn n Pendidikan , izin pcndirian satuan 
pc ndidika n untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang 
memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan 
Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hwuf a, huruf b dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin 
Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan Bangkit Indonesia Talaga Kecamatan Talaga 
Kabupaten Majalengka. 
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Ba rat (Lcmba ra n Negara R,;publik JndoneHia_ Nam.or 31, 
Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 285 l); 

2 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang SisU,rn 
Pendidiv..an Nas ional {l..embara n Negara R£.-publik 
Indonesia Ta h un 2003 Nomor 78 , Tam bahan Lc--r.nbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4301); 

~3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2U l 1 tentang 
Pemben tuka n Peratu ran Perundang-u nd.angan 
(Lcmba ra n Negara Republik Indones ia Ta.bu n 20 11 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Repbulik 
Indonesia Nomor 5234); 

4 . Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaha n Daerah (Lem baran Negara Republik 
In donesia Ta hun 20 14 Nomor 244 , Tambahan 
Lc mbara n Negara Republik Indon es ia Nom or 5587} 
scbagaimana telah diubah dengan Pera turan 
Pemerin tah Pcngganti Undang-Undang Nom or 2 Tahun 
201 4 ten tang Perubahan Atas Unda ng-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pcmerin tahan Dac rah 
(Lembaran Negara Republik Ind onesia Ta hun 20 14 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Nega ra Republik 
f ndonesia Nomor 5589); 

5 . Pcraturan Pcmerintah Nomor 19 Ta hun 2005 Te n tang 
SLandar Nasional Pendidika n (Lcmbaran Negara 
l~c publik Indonesia Ta hun 2005 Nomor 4 1, Ta mba han 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
scbagaimana telah diubah dengan peraturan 
Pcmerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7 . Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pcmbagi a n Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
l'c;mc rinta ha n Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
I ),1 c: ra h Ku bupa lcn/Kota (Lembaran Negara Republik 
l11d onc:si ,1 Ta hun 2007 Nomor 82, Ta mbahan Lembaran 
Nc.:garn Rcpublik Indonesia Nomor 4737L 

8 . Pcraluran Pcmerintah ..... 2 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraa n Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Pe1ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

~l . Pcra tu ra n Mcnle ri Pendidika n cl a n Ke budayaan Nomor 
Jb Ta hun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan 
Pc nutup,111 Sa luan Pencliclika n cl a n Menenga h; 

I O l'c ra tur,111 Dncrah Ka bupa ten Majalcngka Nomor 2 
Ta hun 2008 le nla ng Urusa n Pe me rintah Daerah 
Ka bupate n Maja lengka (Lemba ra n Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 1); 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 
10 Tahun 2009 ten tang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) . 

MEMUTUSKAN 

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan Bangkit Indonesia Ta la ga Keca matan 
Talaga Kabupaten Majalengka dengan idenlilas scbagni 
berikut : 

N a m a Sekolah 

Program/Kornpe tensi 
Kca h\ian 

Al a mat 

SMK Bangkit Indonesia Talaga 

1. Tcknik Fa rma si ; 

2. Keperawatan . 

Jalan Ganeas Nomor O 1 Desa 
Ganeas Kecamatan Talaga 
Kabupaten Majalengka. 
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KEDUA 

4 

Ke putusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
d cngan lcetentuan apabila dikemudian hari ternyata 
te rdapat keke liruan didalamnya alrnn clit1clalrnn pcrubahan 
scbagaimana rncstinya. 

Ditetapkan di Majalengka 
pada tanggal .31 De8et-bcr 201), 

-~ 
~ S _e__Aju ~ TI MAJALENGKA, 

~ , SUTRISNO 



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 

DINAS PENDIDIKAN 
Jalan K.H. Abdul Halim No. 233 Majalengka 45418 Telp./Fax. (0233) 281097 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA 

NOMOR 1?D TAHUN 2015 

TENTANG 

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN 

PAKET KEAHLIAN USAHA PERJALANAN WISATA, PERBANKAN, 
DAN TEKNIK AUDIO VIDEO 

PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANGKIT INDONESIA TALAGA 

KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA, 

a. bahwa dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan 

peningkatan sumber daya manusia dalam bidang U saha 
Perjalanan Wisata, Perbankan dan Teknik Audio Video, maka 

perlu mendirikan paket keahlian dimaksud pada Sekolah 
Menengah Kejuruan di Kabupaten Majalengka. 

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala SMK Bangkit Indonesia 

Talaga nomor 130/SMK-BIT/1/2015 tanggal 01 Januari 2015 
perihal Permohonan ijin pendirian Program barn dan hasil 

Verifikasi Kelayakan Pendirian Paket Keahlian barn tanggal 12 

Maret 2015 oleh Tim Verifikasi, serta memperhatikan 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 

7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan 
Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Bangkit Indonesia Talaga dinyatakan layak untuk mendirikan 
Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Perbankan dan 

Teknik Audio Video, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3.Undang-undang ... 2 
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3 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tah.un 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Atas Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4493); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) 

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 
1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496 )sebagaimana telah diubah dengan 
peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 
tentang stimdar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2003 nomor 71) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) 

8 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9 . Peratu.ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 750); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan .. . 3 
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Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Nomor 1); 

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka (lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Memberikan Izin Pendirian Paket Keahlian Usaha Perjalanan 
Wisata, Perbankan dan Teknik: Audio Video pada Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Bangkit Indonesia Talaga Kecamatan 
Talaga Kabupaten Majalengka. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 


